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Lampiran 1, Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANANAN
PANGAN

1.

Apa saja masalah yang dihadapi dalam upaya menjamin
ketersediaan, aksesbilitas dan distribusi pangan ?

Siapa saja aktor yang terlibat langsung dilapangan ? dan apa
peran mereka masing-masing ? (identifikasi street level
bureacracy)

Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap kebijakan
pangan ? dalam hal menjamin aksesbilitas dan distribusi yang
merata serta produktifitas pangan ?

Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang
sasarannya ialah masyarakat miskin ? jika ada, bagaimana
pemerintah melaksanakan distribusi pangan terhadap
masayarkat miskin ?

Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan untuk
mengkoordinir kegiatan tersebut ? siapa aktor yang berperan

sebagai leading sektor di lapangan (street level bureacracy) ?

B. PENYULUH PERTANIAN

1.

2.

4.

Bagaimana mekanisme pengawalan terhadap produktifitas
pangan ?

Apakah ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan
dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan produktifitas
pangan ?

Seperti apa input, proses, output program/kegiatan yang
dilakukan dalam upaya mendorong produktifitas pangan ?
Apakah ada tim/koalisi yang dibentuk bersama
masyarakat/aktor-aktor lainnya dalam upaya meningkatkan
produktifitas pangan ? jika ada, bagaimana peran penyuluh

dalam tim tersebut ?
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5.

Apa saja permasalahan yang dialami dalam melaksanakan

peran tersebut ? dan bagaimana mengatasinya ?

C. KEPALA DESA

1.

Bagaimana peranan pemdes dalam ikut serta berkontribusi
dalam menjamin optimalisasi produksi, distribusi dan
aksesbilitas pangan ?

Sebagai kepala desa seperti apa berperan ?

3. Apakah ada kebijakan pangan yang dikhususkan bagi

masyarakat miskin ? jika ada, seperti apa ?

. Apa/seperti apa masalah yang dihadapi ? Dan bagaimana

upaya mengatasi masalah tersebut ?

Apakah pemerintah desa terlibat dalam tim/koalisi bersama
penyuluh, poktan, analis ketahanan pangan dan masyarakat ?
(koordinasi, ada/tidaknya tim diidentifikasi).

Apakah ada masayarakat kategori miskin/ stunting ? dan

apakah ada perlakuan khusus bagi mereka ?

D. KELOMPOK TANI

1.

Bagaimana kelompok tani berperan dalam memenuhi kebutuhan
pangan beras ?
Apakah ada permasalahan dalam prosesnya ?

Bagaimana keterlibatan pemerintah mendorong produktifitas petani
?

. Bagaimana pola koordinasi kelompok tani bersama kepala desa,

penyuluh dan analis ketahanan pangan ? adakah intervensi melalui
kebijakan yang dilakukan ? jika ada, bagaimana kelompok tani

merespon kebijakan tersebut ?

E. MASYARAKAT MISKIN

1.

Apakah kebutuhan pangan terpenuhi ?

2. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut ?
3.
4. Apakah kebutuhan tersebut tersedia dipasaran ?

Adakah bantuan dari pemerintah ?
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5. Apakah kebutuhan tersebut bisa dibeli ?
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Lampiran 2, Matriks Penelitian

Judul

Rumusan Masalah

Fokus

Sumber Data

Metode
Penelitian

Analisis Policy Enterpreneurship dalam

Implementasi Kebijakan Publik Studi

Kasus : Peran Street Level bureaucracy
dalam Implementasi Kebijakan Pangan

Terhadap Masyarakat Miskin di
Kabupaten Bone

5.

Bagaimana ketajaman sosial street
level bureaucracy dalam
mengoptimalkan implementasi
kebijakan pangan masyarakat
miskin di kabupaten Bone ?
Bagaimana peran street level
bureaucracy dalam proses
mendefinisikan masalah pada
implementasi kebijakan pangan
masyarakat terhadap miskin di
Kabupaten Bone ?

Bagaimana street level bureaucracy
berperan dalam membangun tim
sebagai upaya mempengaruhi
optimalisasi implementasi kebijakan
pangan terhadap masyarakat
miskin di Kabupaten Bone ?
Bagaimana peran street level
bureaucracy memimpin dengan
contoh dalam mempengaruhi
implementasi kebijakan pangan
masyarakat miskin di kabupaten
Bone agar di terapkan secara
efektif ?

w

. Ketajaman Sosial
. Pendefinisian

Masalah

. Membangun Tim
. Memimpin dengan

memberi contoh

Data primer

1. Badan
Ketahanan
pangan

2. Penyuluh

Pertanian

. Kepala desa

4. Kelompok Tani
(Poktan)

5. Masyarakat

w

. Jenis Penelitian ini

adalah deskriptif
dengan pendekatan
kualitatif

. pengumpulan data

dilakukan dengan
a. wawancara
b.observasi

c. Dokumentasi
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Lampiran 4, izin penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Handphone.081242764200, WhatsApp.+6281242764200

Laman: http://Ip2m.nhas.ac.id email : Ip2m@unhas.ac.id
Nomor : 02948/UN4.22.2/PT.01.04/2023 31 Juli 2023
Lamp. I
Hal : Surat Izin Penelitian
Yth. . Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone

1
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros
7. BAPPEDA Kabupten Bone

8. BAPPEDA Kabupten Gowa

9. BAPPEDA Kabupten Maros

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Hasanuddin bermaksud melaksanakan kegiatan Penelitian Fundamental Reguler pada tanggal 2 Agustus 2023
sampai selesai dengan judul :

"Analisis Policy Entreprencurship Dalam Jaringan Kebijakan Ketahanan Pangan Pada Masyarakat Miskin di
Provinsi Sulawesi Selatan"

Ketua Tim Pelaksana : Prof. Dr. A 1w i, M.Si.

Anggota Peneliti : Dr.Gita Susanti, M.Si

Mitra T -

Stat Pendukung S

Mahasiswa Pengikut : Faisal Ardiansyah

Lokasi Penelitian : Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat dimohon kiranya berkenan memberikan izin untuk melakukan
penelitian dan pengambilan data sesuai dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n Ketua,
Sekretaris
A e

Ir. Suharman Hamzah, Ph.D (Eng)., HSE
NIP. 197605032002121001

Tembusan Yth:

1. Ketua LPPM Unhas (Sebagai Laporan);

2. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
3. Kabag. Tata Usaha LPPM Unhas:

4. Pertinggal.
IAS-ANZ
4
Catatan
Balal ) aaiy N MCAN
Sertifikasi 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informas: Elekironk dan‘aiau Dokumen Elekironi dan/atau hasi cotakannys merupakan alat bukt] yang sah 150 9001 ==
Y Elektronik 2 Dokumen inv telah CItandatangan Secars slexiroe MengguRakan serf ket elekionk yang dert kan cien SSIE \ ¢ P
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Lampiran 5, Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Sucio (Koordinator Badan Penyuluh
Pertanian Kab. Bone)_.

Wawancara bersama Bapak Andi éerpalawan,(Koordinator Badan
Penyuluh Pertanian Kec. Ulaweng Kab. Bone)
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Wawancara bersama Sekretaris Desa ompie Kec. Ulaweng, Kab.
Bone

Wawancara bersama Kepala Desa Samaelo, Kec. Barebbo, Kab. Bone
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Wawancara bersama Kepala Desa dan Ketua KWT Desa Jompie, Kab.
Bone

Bone

—_— f

Wawancara bersama Lur—Tdhkaéeng, Kec. Tellu Siattinge , Kab. Bone
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Wawancara bersama Kepala Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge, Kab.
Bone

Pengambilan data lokus penelitian bersama Bapeda Kab. Bone
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Sinkronisasi data kemiskinan bersama Kepala Dinas Sosial Kab
Bone

Wawancara bersama Ketua KWT Desa Itterung, Kec. Tellu Siattinge
Kab. Bone

Wawancara bersama masyarakat Desa Corawalie, kec. Barebbo Kab.
Bone

127



Wawancara bersama Masyarakat Tokaseng
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Wawancara anggota POKTAN Kel Tokasehg

qarkat kelurahan Tokaseng

Wawancara bersama masyarakat Desa Samaelo
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Wawancara bersama Masyarakat Desa Itterung

Lampiran 6, Data Sekunder

10 P-2e 0 g

s ikt mebe ks hesiditan geografn

3
. LA J Senewn Dait 1 & Suipwnsl Seaian. dsne
. Gy Secamntwy MlaN teen

"

3 A0 20 N2 0 Us MO ML M2 40D QI M0 B Q2 50 RO sar

Data peta kemiskinan extream Kabuﬁten Bone

130



